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ABSTRAK

CATATAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu
menetapkan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagai bagian

dari sistem informasi dan dokumentasi.

Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini
adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun
2009; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PERPRES No. 135 Tahun
2014; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERKI No. 1 Tahun 2010;
PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang organisasi
pengelola informasi dan dokumentasi, informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan, informasi yang dikecualikan, tata cara pengecualian informasi
publik, standar prosedur operasional layanan informasi publik, tata cara

pengelolaan keberatan dan laporan layanan informasi publik.
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